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PETUNJUK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

PELAYANAN RAWAT INAP, PERSALINAN DAN RUJUKAN

DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Bidang Kesehatan agar dapat
menjamin seluruh peserta layanan untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan
berkualitas dengan sistem pembayaran non kapitasi
pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya
sebagai pemberi pelayanan kesehatan;

bahwa untuk meningkatkan mutu, efesiensi dan
efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan dana non
kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan
jaringannya, maka periu petunjuk pengelolaan dan
pemanfaatan dana non kapitasi di Pusat Kesehatan
Masyarakat dan jaringannya;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk
pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi
Pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan di
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya pada
Dinas Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4288);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5156);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN

DANA NON KAPITASI PELAYANAN RAWAT INAP, PERSALINAN
DAN RUJUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
JARINGANNYA PADA DINAS KESEHATAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

b
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Daerah adalah Kabupaten Gowa

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gowa.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Puskesmas dan Jaringannya adalah unit pelaksana teknis satuan kerja
perangkat daerah yang membidangi kesehatan yang melaksanakan upaya
pelavanan kesehatan dasar

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah tata
cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara
jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Bidang Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dibidang kesehatan.
Kapitasi adalah suatu sistem pembayaran ke pemberi pelayanan kesehatan
dengan menghitung jumlah peserta yang ada di wilayah masing-masing
pemberi pelayanan kesehatan.

Non Kapitasi adalah suatu sistem pembayaran yang memperhitungkan
jumlah peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dibayarkan
setelah pelayanan dilakukan.

Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada
sesorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan
kesehatan lainnyva.

BAB II

PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Pengelolaan Pemanfaatan
Dana Non Kapitasi Pelayanan Rawat Inap, Persalinan dan Rujukan di
Puskesmas dan Jaringan pada Dinas.
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 29] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 255);

Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk
Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
serta Pertanggung Jawaban Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;



Pasal 3

Dana non kapitasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
merupakan dana yang bersumber dari BPJS Bidang Kesehatan yang
dibayarkan kepada Puskesmas dan Jaringannya sebagai bentuk pembayaran
atas pelayanan kesehatan (Rawat inap, Persalinan dan Rujukan ) yang telah
diberikan Puskesmas dan Jaringannya kepada peserta Badan Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan

Pasal 4

Dana non kapitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
disalurkan oleh BPJS Bidang Kesehatan ke rekening masing-masing
Puskesmas berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh masing-masing
puskesmas setelah disetujui oleh pihak BPJS.

Pasal 5

Dana non kapitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
merupakan pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
langsung ditransfer oleh BPJS ke Kas Daerah, selanjutnya Kas Daerah
mentransfer ke masing-masing rekening Puskesmas berdasarkan pengajuan
dari pengelola Dinas.

Pasal 6

Dana non kapitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
yang dibayarkan dapat digunakan untuk membayar jasa, alat tulis kantor,
bahan habis pakai, obat-obatan dan lain-lain yang dianggap perlu dalam
pelayanan kesehatan rawat inap, persalinan dan rujukan yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 1§ Jasuari 2018

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Januari 2018

ARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

CHLIS s
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BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018, XuoR 45 Rap—




